BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 188 /243 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH DAN

STANDAR OPERASIONAL OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam™ Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, menyatakan bahwa pimpinan perangkat daerah
pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala
Daerah;

bahwa dalam rangka  kelancaran  pelaksanaan
penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo
tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Standar
Operasinal Prosedur Pelaksanaan Sistern Online Pajak
Daerah Kabupaten Sukoharijo ;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaskud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim
Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo
tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Standar
Operasinal Prosedur Pelaksanaan Sistem Online Pajak
Daerah Kabupaten Sukoharjo;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Bupati,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;




Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234});

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemmungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan
KESATU

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukocharjo Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 252);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukcharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daecrah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Standar
Operasinal Prosedur Pelaksanaan Sistem Online Pajak
Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud
diktum KESATU sebagai berikut:

a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo
tentang Sistemn Online Pajak Daerah dan Standar
Operasinal Prosedur Pelaksanaan Sistem Online Pajak
Daerah Kabupaten Sukoharjo;

b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam
rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Sistem Online Pajak Daerah; dan

c. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan

_ kegiatan kepada Bupati.
KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
' Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.
KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 APN" 2019

BUPATI SUKOHARJO, p

W —

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4, Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

7. Tim yang bersangkutan.




Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor

188 /343 TAHUN 20l

Tanggal :26 April 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUKQHARJO TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH DAN
STANDAR OPERASIONAL OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO '

KETERANGAN

NO NAMA/ JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM
i 2 | 3 4
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan Arahan
dalam pelaksanaan
kegiatan
2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Penangguhg Bertanggung jawab
Sukoharjo jawab seluruh pelaksanaan
kegiatan
3. | Kepala Badan Keuangan Daerah Ketua Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo seluruh pelaksanaan
' kegiatan
4. | Kepala Bidang Pendapatan pada | Wakil Ketua Membantu tugas-tugas
Badan Keuangan Daerah ketua.
Kabupaten Sukoharjo
5. | Kepala Bagian Hukum | Sekretaris |Bertanggung jawab di
Sekretariat Daerah Kabupaten bidang kesekretariatan.
Sukoharjo
6. | Asisten Pemerintahan Anggota Bertanggung jawab
Sekretaris Daerah Kabupaten sesual bidang tugasnya
Sukoharjo
7. { Asisten  Perekonomian  dan Anggota Bertanggung jawab
Pembangunan Sekretaris sesuai bidang tugasnya
Daerah Kabupaten Sukoharjo
8. | Asisten Administrasi Umum Anggota Bertanggung jawab
Sekretaris Daerah Kabupaten sesuai bidang tugasnya
Sukoharjo
9. | Sekretaris Badan Keuangan Anggota Bertanggung jawab
Daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang tugasnya
10. | Kepala Dinas Komunikasi dan Anggota Bertanggung - jawab
Informatika Kabupaten sesuai dengan tugasnya
Sukoharjo
11. | Kepala Dinas Pendidikan dan Anggota Bertanggung jawab
Kebudayaan Kabupaten sesual dengan tugasnya
Sukoharjo




Penerimaan, Penagihan dan
Pelaporan pada Bidang
Pendapatan Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo

1 2 3 4

12, Kepala Satuan Polisi Pamong Anggota Bertanggung jawab
Praja Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang tugasnya

13. | Kepala ‘Dinas Penanaman | Anggota Bertanggung jawab
Modal Dan Pelayanan sesuai bidang tugasnya
Terpadu Satu’ Pintu
Kabupaten Sukoharjo

14. |1 (satu) orang unsur Balai Anggota Bertanggung Jjawab

- | Pengkajian Pengendalian sesuai dengan tugasnya
Dan Pengawasan  Dinas
Energi Dan Sumber Daya
Mineral Wilayah Solo

15. | Kepala Sub Bagian Peraturan Anggota Bertanggung jawab
Perundang-undangan  pada sesuai bidang tugasnya
Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo

16. i Kepala Seksi Operasional dan Anggota Bertanggung jawab
Pengendalian Satuan Polisi sesuai bidang tugasnya
Pamong Praja Kabupaten

| Sukoharjo

17. | Kepala Bidang Anggaran pada Anggota Bertanggung jawab
Badan Keuangan Daerah sesuai bidang tugasnya
Kabupaten Sukoharjo

18. | Kepala | Bidang Anggota Bertanggung jawab
Perbendaharaan pacda Badan sesuai bidang tugasnya
Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo

19. | Kepala Bidang Akuntansi Anggota | Bertanggung jawab
pada Badan Keuangan sesuai bidang tugasnya
Daerah Kabupaten Sukoharjo -

20. | Kepala Bidang Aset pada Anggota Bertanggung jawab
Badan Keuangan Daerah sesuai bidang tugasnya
Kabupaten Sukoharjo

21. } Kepala S‘ub Bidang Anggota Bertanggung jawab
Pendaftaran dan Pendataan sesuai bidang tugasnya
pada Bidang Pendapatan
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

22. | Kepala Sub Bidang Anggota Bertanggung jawab
Penetapan pada Bidang sesuai bidang tugasnya
Pendapatan Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo |

23. | Kepala Sub Bidang Anggota Bertanggung jawab

sesuai bidang tugasnya




2

4

24.

Sri Lestari, SH

‘NIP. 19800701 200604 2 010

Pelaksana Analisis Produk
Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

25.

Dwi Wahyuni, SH

NIP. 19820620 200903 2 006
Pelaksana Penyusun
Rancangan Perundang-
undangan pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

26.

Setiyoko, SE

NIP. 19671111 199402 1 001
Pengolah Data pada Bidang
Pekerjaan Umum Dinas
Penanaman Modal Dan
Pelayanan  Terpadu  Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

27.

Minuk Minto Rahayu, SE

NIP. 19730916 199703 2 002
Pelaksana Penagih Retribusi
pada Bidang Pendapatan
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuail bidang tugasnya

28.

Basuki Rahmat, S.Sos
NIP. 19671025 199902 1 001
Pelaksana Penagih Retribusi
pada Bidang Pendapatan
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

29.

.| Pelaksana

Sisno, SE

NIP. 19650204 199112 1 002
Pengolah  Data
Wajib Pajak pada Bidang
Pendapatan Badan
Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

30.

Handayanto, SE

' NIP. 19610910 198703 1 008

Pelaksana  Penagih  Pajak
pada Bidang Pendapatan
Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

31.

Dalyanto

NIP. 19751110 199703 1 009
Pelaksana Penagih Retribusi
pada Bidang Pendapatan
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya




2

4

32.

Eka Safarivanta

NIP. 19800109 200801 1 009
Pelaksana Penagih Retribusi
pada Bidang Pendapatan
Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Sukoharjo

-Anggotal

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

33.

Sri Suparni

NIP. 19610806 198511 2 001
Pelaksana Pengolah Data
Penagihan Pajak pada Bidang
Pendapatan Badan
Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

35.

Aisyah Nurlaila R, A.Md

NIP. 19871110 200903 2 005
Pelaksana Pengolah Data
Penagihan Pajak pada Bidang
Pendapatan Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo

| Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

36.

Wahyudi, SE

NIP. 19841012 201001 1 018
Pelaksana Pengolah Data
Penagihan Pajak pada Bidang
Pendapatan Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung j awab
sesual bidang tugasnya

37.

Ardi Cahya Agung N, SE

NIP. 19841111 201001 1 018
Pelaksana Pengolah Data
Penagihan Pajak pada Bidang
Pendapatan Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung | jawab
sesuai bidang tugasnya

38.

Danang Wisnu A, S.Kom

NIP. 19870705 201001 1 011

Pelaksana Pengolah Data
Penagihan Pajak pada Bidang
Pendapatan Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

39.

Marjuki Agus Santosa
NIP. 19770902 200901 1 014
Pelaksana Penagih Retribusi
pada Bidang Pendapatan
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Anggo.ta

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya




40.

Kristina Saptaningsih, SE

NIP. 19700112 199003 2 003
Pelaksana Pengelola Wajib
Pajak dan Retribusi Daerah
pada Bidang Pendapatan
Badan Keuangan  Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai dengan tugasnya

41.

Prasetiyo, S.50s

NIP. 19651016 199103 1 010
Pelaksana Pengolah
Pendaftaran dan Pendataan
Pajak/Retribusi pada Bidang
Pendapatan Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai dengan tugasnya

BUPAT! SUKOHARJO, /

. ‘) C\*J;__J-)Z

WARDOYO WIJAYA




